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Catatan Jurnal Perempuan

Mengapa SOGIE

(Sexual Orientation,

Gender Identity and Expression)?

omisi Internasional tentang Hak Asasi LGBT

(The International Gay and Lesbian Human

Rights Commission (IGLHRC) merupakan
sebuah organisasi non-pemerintah yang penting
dalam menangani dan mengadvokasiisu pelanggaran
HAM berbasis SOGIE (sexual orientation, gender
identity and expression) ke PBB dan berbagai badan
internasional lainnya. Organisasi ini tercatat dalam
ESOSOC dan menjadikan organisasi untuk konsultasi
yang dipercaya PBB, yang didirikan pada tahun 1990
oleh Julie Dorf di San Francisco. IGHLCR juga
berkontribusi pada pembuatan Prinsip-Prinsip
Yogyakarta (Yogyakarta Principles) di tahun 2010.
Prinsip-prinsip Yogyakarta adalah prinsip-prinsip
legal internasional mengenai orientasi seksual,
identitas gender dan Undang-Undang internasional
telah disampaikan kepada PBB dan pihak pemerintah
dalam upaya memastikan keberadaan universal
perlindungan HAM. Kelompok yang terdiri dari 29
ahli HAM internasional hari itu mengeluarkan
pernyataan mengenai Prinsip-Prinsip Yogyakarta
Aplikasi HAM
Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi
Seksual dan Identitas Gender.

Prinsip-Prinsip tersebut menegaskan standar legal

mengenai Undang-Undang

mengikat yang wajib dipatuhi oleh semua Negara.
Prinsip-prinsip tersebut diadopsi oleh sekumpulan
ahli dalam bidang Undang-Undang internasional
dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan di
Yogyakarta, Indonesia. Anggota kelompok ahli
tersebut terdiri dari mantan Komisioner Tinggi PBB
untuk HAM, ahli independen PBB, anggota dan
mantan anggota lembaga perjanjian HAM, hakim,
akademisi dan pembela HAM. Dalam pengantar
aksinya hal 6 dinarasikan: “Kita semua memiliki
kesamaan hak asasi manusia. Apapun orientasi
seksual, jenis kelamin, identitas gender, kebangsaan,

ras/etnisitas, agama, bahasa dan status lain yang kita

sandang, kita semua memiliki hak-hak asasi manusia
(HAM) tanpa boleh disertai dengan diskriminasi”.
Pada aksi tersebut diakui dengan jelas keberadaan
HAM atas dasar SOGIE.

Seringkali bias kekerasan atas dasar SOGIE
dikarenakan mereka dituduh sebagai perihal baru
dan ‘barat’, yang pada kenyataannya dalam struktur
tradisional masyarakat mana pun, akan dapat ditemui
dengan mudah eksistensi individu atau kelompok
yang memiliki keberagaman gender dan seksualitas.
Di Indonesia, di kalangan komunitas Bugis misalnya,
bahkan dikenal setidaknya ada lima gender yang
berbeda. Yang analog sama adalah oroane (laki-laki)
dan makkunrai (perempuan), dan tiga lainnya disebut
sebagai bissu, calabai, dan calalai. Bissu mewakili aspek
perempuan dan laki-laki, yang menjadi pemimpin
spiritual setelah naik haji. Calabai mewakili aspek
terlahir sebagai laki-laki dan kemudian menjadi
perempuan.
Calalai
perempuan dan kemudian menjadi laki-laki. Di

Sedang
mewakili aspek yang terlahir sebagai
samping tuduhan tersebut, tuduhan yang kerap ada
adalah sebutan “sakit-jiwa” atas dasar SOGIE mereka,
padahal WHO, organisasi kesehatan dunia, telah
menyatakan bahwa LGBT bukan fenomena sakit jiwa
melainkan varian biasa dari seksualitas manusia.
Kini kita sudah memasuki era komunitas LGBTIQ
(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer)
yang eksis dan berperan di dalam masyarakat.
Namun masalahnya apakah komunitas LGBTIQ telah
terrepresentasi secara adil di media? Kevin Barnhurst
dalam bukunya berjudul “Media Queered” (2007),
menjelaskan bahwa komunitas LGBTIQ telah lama
dibungkam di media. la mengadvokasi perlunya
LGBTIQ di

memperlihatkan masyarakat yang plural.

visibilitas komunitas media agar
Media

mainstream masih terjebak antara “menertawakan”
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kecirian LGBTIQ atau “mengeksotiskan” dan bahkan
kadang digambarkan sebagai “predator”. Padahal
dilakukan adalah

memperlihatkan adanya cara berada yang berbeda,

apa yang perlu media
unik dan sekaligus mentransformasikan perubahan
dan mengikis homofobia (kebencian & ketakutan
pada kalangan homo). Kritik terhadap media
diperlukan agar media sadar atas ketidakadilan yang
terjadi dan ikut memberdayakan masyarakat dengan
pengetahuan yang mencerahkan. Sesungguhnya
tujuan utama dari sensivitas media terhadap LGBT
adalah untuk membangun dialog antara media dan
komunitas LGBT dalam menegakkan HAM. Untuk
itulah JP Edisi 87 ini diterbitkan.

Dalam bukunya Gender Trouble: Feminism and
the Subversion of Identity (London: Routledge, 1999),
Judith  Butler “Cultural

configurations of sex and gender might then

menarasikan bahwa
proliferate or, rather, their present proliferation might
then become articulable within the discourses that
establish intelligible cultural life, confounding the
very binarism of sex, and exposing its fundamental
unnaturalness. What other local strategies for
lead to the

denaturalization of gender as such?” (hal 190). Butler

engaging the ‘unnatural’ might

melemparkan kemungkinan yang melampaui
binerisme, pada sesuatu yang kemudian manusia
biasa menyebutnya sebagai alamiah. Teori Queer
merupakan salah satu persebaran dari teori-teori
kritis pos-strukturalis yang lahir pada tahun 1990-an
dan disokong secara kuat dalam filsafat feminisme.
Di samping Butler, teori ini juga dibangun oleh nama-
nama seperti Monique Wittig, Teresa de Lauretis,
Lauren Berlant, Leo Bersani, Lee Edelman, Jack
Halberstam, David Halperin, Jose Esteban Munoz,
Eve Kosofsky Sedgwick, dan lain-lain.

“Bahwa lesbian bukan perempuan” dilontarkan
oleh Monique Wittig di tahun 1980 dalam “La Pensée

straight” sebagai bagian dari mengurangi kecemasan

modernitas dalam  menghadapi esensialisme
metafisika kehadiran (muasal politik identitas
Foucault). Jika Beauvoir menyatakan bahwa

seseorang tak terlahir sebagai perempuan, tetapi
‘menjadi’ perempuan; maka Wittig memberikan

penekanan pada kata ‘perempuan’: bahwa seseorang

tak terlahir sebagai ‘perempuan’ secara alamiah.
Kedua kalimat

penekanan yang berbeda, kemudian menghasilkan

tersebut sama, tetapi karena
makna yang tidak sama dalam diskursus sosial,
politik, ekonomi dan terlebih dalam politik linguistik
dan politik identitas. Lesbian adalah konsep yang
melampaui kategori, bagi Wittig, karena lesbian
melampaui identitas laki-laki atau perempuan dalam
statusnya atas reproduksi, atas perbudakan dalam
keluarga. Sehingga, lesbian bukan perempuan, secara
ekonomi, secara politik, secara ideologis. Lesbian
sebagai identitas meretaskan dirinya dari identitas
yang janggal

kemudian sampai pada lesbian. Atau bahwa lesbian

dari menjadi perempuan, baru
melakukan perjalanan bolak-balik, dari menjadi
perempuan, dari menjadi laki-laki, atau sebut saja
dengan mudah dari menjadi ‘lesbian’ saja. Ia
mengalami dan memikirkan subjektivitas kognitifnya
atas ruang konseptual yang amat berisiko dan
berbahaya karena ia berada dalam lubang-hitam
yang tak diakui dalam diskursus manusia atas
‘dunia’. Sedang bahasa sebagai jalan mediasi, jalan
representasi, merupakan ‘alat pembunuh’ pertama
atas apa-apa yang berada di luar kategori sebagai
‘berbahaya’.

Diskursus ini dibangun dari pergulatan feminisme
dalam melawan ide bahwa gender merupakan entitas
esensialis-diri yang dibentuk dan dikonstruksi secara
sosial-budaya, yang kemudian melahirkan identitas
seksual yang dianggap “alamiah” padahal bukan.
Teori ini mendenaturalisasi apa-apa yang normatif
dan apa-apa yang disebut sebagai ‘melenceng’ dari
kodrat alam. Queer berfokus pada sirkulasi jenis
kelamin, gender dan hasrat. Tak hanya itu, ia juga
membahas perihal cross-dressing (cara berpakaian
berbeda ‘kodrat’

ambiguitas gender dan operasi kelamin. Teori ini

dari gender), interseksualitas,
kurang begitu berkembang dalam kajian-kajian di
Indonesia, meskipun telah ada, tetapi tidak sebanyak
dalam Kajian Wanita. JP Edisi 87 ini diterbitkan untuk
publik luas dengan menarasikan beberapa sejarah
gerakan LGBTIQ di Indonesia, disamping juga
melakukan penelitian-penelitian paling kontemporer
oleh dari atas untuk LGBTIQ. (Pemimpin Redaksi,

Dewi Candraningrum)
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Selarung Gerakan Lesbian dalam Epidemi Kebencian: Awal
Advokasi SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity and
Expression) di Nusantara

Plurality of Lesbian Movements under Hatred-Epidemic:
Initiation of SOGIE Advocacy in Nusantara

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 269-288, 1 gambar,
37 daftar pustaka.

This paper is an overview toward SOGIE (Sexual Orientation, Gender
Identity and Expression). This charted the history of lesbianism in
Indonesia. Approach being used is feminist personal history. There
are two approaches in advocy of human-right based SOGIE. First,
the advocacy toward KUHP (product of law) that is based on positive
and gender-normative that will endangered the existence of LGBT in
Indonesia. Second, SOGIE-activists shall understand fully the plurality of
gender and sexuality that is home-grown in Indonesia. This is the best
way to advocate the rights as an integral part of Nusantara culture.

Keywords: SOGIE, LGBTIQ, feminist personal history, advocacy.

Makalah ini merupakan pengantar tentang keberagaman gender dalam
SOGIE-HAM. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah
personal feminis (feminist personal history). Paper ini akan mengulas
sejarah lahirnya gerakan lesbian di Indonesia. Terdapat dua hal untuk
advokasi SOGIE ini. Pertama untuk perubahan dan perbaikan Undang-
undang sedang terus terjadi di negeri Nusantara yang bhineka ini, misalnya
melalui rancangan perubahan KUHP yang saat ini sedang berlangsung,
yang akan mengkriminalisasi LGBTIQ, entah karena alasan panik moral
atau apa. Dalam kerangka ini para akademisi atau ilmuwan profesi dan
kelompok agama yang homofobik juga perlu dicermati. Kedua, negeri ini
memiliki kekayaan “Keberagaman Gender dan Seksualitas” namun aktivis
LGBTIQ, termasuk aktivis perempuan hampir tidak ada yang menggali
kekayaan ini, sehingga kita tidak mengenali dan kemudian menjadi
terasing dari akar-budaya sendiri.

Kata kunci: SOGIE (Orientasi Seksual, Identitas dan Ekspresi Gender),
LGBTIQ, sejarah personal feminis, advokasi.

Sri Agustine, Evi Lina Sutrisno & Dewi Candraningrum.
Ardhanary Institute & Jurnal Perempuan.

ardhanaryinstitute.org

Diri, Tubuh dan Relasi: Kajian atas Transgender FTM
(Female to Male) di Jakarta.

Self, Body, and Relation: a Study of FTM Transgender in
Jakarta

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 289-302, 20 daftar
pustaka.

The existence of Male to Female (MTF) or in Indonesian word known
as Waria is more popular than Female to Male (FTM). Existence of FTM
or someone biologically born as woman but identified herself as man
is not well-researched and well-documented. That is why this group
is difficult to be identified in the public discourse. Jakarta was chosen
in this research as this city represented FTM from other areas around

Indonesia. This study found that someone that biologically woman is not
otomatically identified herself as woman. The process of self-definition is
fluid. In the process of finding the self, FTM faced violences from states,
society, work-place, and family.

Keywords: Self, FTM (Female to Male), Sex, Gender, Jakarta.

Eksistensi transgender Male to Female (MTF) atau yang secara umum
sering kita dengar dengan istilah Waria lebih populer dibandingkan
dengan transgender Female to Male (FTM). Eksistensi FTM atau
seseorang yang terlahir secara biologis perempuan tetapi mendefinisikan
dirinya sebagai laki-laki belum diangkat dan terdokumentasikan secara
baik, sehingga eksistensi FTM sulit dikenali dalam diskursus publik.
Pemilihan Jakarta sebagai area penelitian karena merupakan kota
urban yang merepresentasikan Indonesia. Responden yang diinterview
berjumlah 22 orang, dan di dalam perjalanan penelitian, 5 FTM dari
luar Jakarta. Studi FTM ini menemukan bahwa seseorang tidak secara
otomatis akan mendefinisikan gendernya sesuai dengan seks/jenis
kelamin biologisnya. Mereka membentuk identitas dirinya sendiri secara
subjektif melalui proses pendefinisian diri. Dalam perjalanan menuju
“diri”, FTM mengalami banyak kekerasan baik dari Negara, masyarakat,
tempat kerja dan keluarga.

Kata Kunci: Diri, FTM (Female To Male), Seks, Gender, Jakarta.
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“Why | founded Our Voice”: a Memoir
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Reformation Era has brought equality to any social movement such as
LGBT circle. This era asked and gave opportunity to engage actively in
the governance in many ways. Those that entered formal politics, or
outside of formal politics such as NGO and community service. LGBT
issue is becoming new term in the activism in Indonesia and that is why
| established Suara Kita (Our Voice) to celebrate our identity and social
justice. This paper narrated the establishment of this organization up to
the present time under repression of the society.

Keywords: LGBT, Our Voice, reformation era, social justice.

Harus diakui reformasi membawa angin segar bagi setiap gerakan sosial
dalam isu apapun, termasuk kelompok LGBT. Di era reformasi, publik
dipaksa untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan dengan beragam
cara. Ada yang masuk ke politik formal, tetapi ada yang memilih di luar
jalur atau sistem politik. Semua peluang itu terbuka di era reformasi.
Tetapi harus diakui, pada isu LGBT karena gerakan identitas masih relatif
baru dalam gerakan sosial, maka peluang reformasi baru bisa ditangkap
atau direspons untuk mengangkat isu LGBT dalam wacana publik. Tulisan
ini menjelaskan perjalanan Suara Kita sejak berdiri sampai dengan
sekarang sebagai organisasi LGBT yang konsisten menyuarakan keadilan
sosial.

Kata kunci: LGBT, Suara Kita, era reformasi, keadilan sosial.
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Penyebab atau Penyembuh? Kekerasan Seksual terhadap
Lesbian, Biseksual, dan Transgender Female-to-Male di
Indonesia

Causes or Cures? Sexual Violence against Lesbian, Bisexual
and Transgender Female-to-Male in Indonesia
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pustaka.

Sexual violence is a crime in which the victims are usually blamed for
being the cause. When it happened to a cisgender heterosexual woman,
many people tend to use her appearance and her behavior to justify the
victim blaming. It would even be more complicated for lesbian, bisexual
women, or female-to-male transgender (LBT). When sexual violence
happened to them, their sexual and/or gender identity tend to be added
on the reasons to justify the perpetrators’ actions. Strangely, in contrast
to that, this crime is also usually thought as the cause of their being
LBT. This paper is aimed to explore this paradoxical thoughts of sexual
violence against LBT, its effects on LBT’s lives, and efforts made to break
through the paradox itself.

Keywords: sexual

Indonesia.

LBT (Lesbian, Bisexual, Transgender), violence,

Kekerasan seksual adalah sebuah kejahatan dimana korban sering kali
menjadi pihak yang disalahkan karena dianggap sebagai penyebab
terjadinya kejahatan tersebut. Ketika kejahatan ini terjadi pada
perempuan cisgender heteroseksual, banyak orang yang cenderung
menjadikan penampilan dan tingkah laku korban sebagai justifikasi
untuk menyalahkannya. Saat kejahatan yang sama terjadi pada
lesbian, perempuan biseksual, dan transgender female-to-male (LBT),
situasinya pun menjadi lebih kompleks, di mana identitas seksual dan/
atau identitas gender mereka cenderung dijadikan alasan tambahan
untuk menjustifikasi tindakan pelaku terhadap mereka. Anehnya,
berlawanan dengan hal tersebut, kejahatan ini juga sering kali dianggap
sebagai penyebab seseorang menjadi LBT. Tulisan ini bertujuan untuk
mengeksplorasi paradoks terkait kekerasan seksual terhadap LBT,
dampaknya pada kehidupan LBT, dan upaya yang dilakukan untuk
membongkar paradoks itu sendiri.

Kata kunci: LBT (Lesbian, Bisexual, Transgender), kekerasan seksual,
Indonesia.
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Raids against LGBT as Fake Moral Agenda: a Study on News
Media in Indonesia
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As a signatory to the Beijing Convention, Indonesia has the responsibility
to live up to certain expectations, one of these is to safe guard human
rights and the right to freedom of sexuality and access to sexual health.
In this article we show this is not the case. In particular, because police
are allowed to conduct raids on hotels and people are too scared to be
open about their sexuality. As a result of being scared, people are not

able to access sexual health care. Police raids are imposing a sexual
morality agenda and the media is exploiting such raids by using horrific
pictures, denigrating language maintaining stigmatization. If Indonesia is
to get serious about HIV prevention, discrimination against GBV, police
raids and violence against LGBT must stop.

Keywords: raids, sexual minorities, LGBT, HIV/AIDS.

Sebagai negara yang menandatangani Konvensi Beijing, Indonesia
memiliki mandat dan tanggung jawab untuk mempromosikan, melindungi
dan memenuhi hak warga negaranya akan hak-hak kesehatan seksual and
reproduksi, tanpa diskriminasi. Artikel ini menunjukkan bahwa, situasi
penegakan hak-hak asasi manusia akan kesehatan seksual dan reproduksi
adalah sangatlah jauh dari harapan. Tulisan ini mengangkat wacana akan
peran polisi dan masyarakat awam, kelompok vigilante, dalam melakukan
razia di hotel-hotel dan tempat-tempat yang dinyatakan rentan akan
perilaku seksual menyimpang. Yang kesemuanya itu memupuk rasa takut
dan mereka kelompok ragam identitas gender dan seksualitas tidak dapat
mengakses pelayanan kesehatan. Razia polisi yang diwacanakan sebagai
agenda penegakan moralitas masyarakat dan eksploitasi media massa
dengan gambar yang seram, tidak santun, bahasa yang melecehkan
justru makin melestarikan stigma sosial terhadap kelompok LGBT. Apabila
Indonesia mempunyai niat serius dengan upaya penanggulangan dan
pencegahan HIV/AIDS, semua pelecehan terhadap kelompok-kelompok
LGBT dan minoritas seksual lainnya haruslah dihentikan.

Kata kunci: razia, minoritas seksual, LGBT, HIV/AIDS.
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Politik Gender dan Seksualitas: Transgender Indonesia
dalam Konteks Masyarakat Indonesia dan Eropa Barat

Gender Politics and Sexuality: Indonesian Transgender in
the Context of Indonesia and Western Europe Society
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This paper attempts to analyze how Indonesian gay males and
transgenders male to female in two different social, cultural and political
contexts (in Indonesia and Northern Europe) are actively engaged in the
making of their own subjectivity. Their subjectivities are entangled with
gender, sexuality, religion, romantic love relationships and kinship. They
juggle in negotiating and making sense of norms and values of societies
that projected towards them. This paper aims to shed light on gender
politics of gay and transgender Indonesians in the context of heterosexual
hegemony and migration.

Keywords: transnational migration, LGBT activism, gay, transgender.

Tulisan ini menganalisis bagaimana gay dan transgender dalam dua dunia
yang berbeda, secara sosial, budaya dan politik, yaitu Indonesia dan
Eropa Barat, aktif berpartisipasi dalam pembentukan subjektivitasnya.
Subjektivitas gender dalam kajian ini terkait dan tak dapat dipisahkan
dari seksualitas, agama, hubungan romantis mereka dengan laki-laki
dari Eropa Barat dan tali ikatan persaudaraan mereka dengan keluarga
mereka di Indonesia. Mereka berjuang menegosiasikan norma dan
nilai masyarakat yang yang diproyeksikan oleh masyarakat terhadap
mereka. Kajian ini menyimpulkan bahwa subjektivitas gender dan seksual
seseorang yang minoritas ditentukan oleh struktur yang dominan di
dalam masyarakat.

Kata kunci: migrasi, transnasional, subjektivitas, aktivisme LGBT, gay,
transgender.
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Mapping Body, Gender, and Sexuality in Queer Studies
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This paper examines the complexities of human sexuality by challenging
asumptions that have been built on binarism and biological-determinism.
This attempt is done by examining the development of sexuality theory
and studies from feminism to queer theory, through the lens of some
theorists, from Michel Foucault, Judith Butler, Jack Halberstam, to Sara
Ahmed. In addition, the development of sexuality studies in Indonesia is
also explored, in order to show a myriad of interactions and relations of
knowledge between global and local. Queer theory also provides space
to criticize the hegemony of existing ‘labels’” which are originated from
the West, and also to show that the meaning and subjectivity shaped by
these labels are not always fixed when they are transferred to Indonesian
context. For above reasons, this paper introduces the theoretical concept
of sex(t)uality—in which sexuality operates like text.

Keywords: Sex, text, queer, global, local, feminism, sex(t)uality.

Makalah ini menganalisis kompleksitas seksualitas manusia dengan
menantang asumsi-asumsi yang dibangun atas pemikiran biner yang
biasanya memiliki kecenderungan deterministik biologi. Upaya ini
dilakukan dengan memaparkan perkembangan teori seksualitas mutakhir,
mulai dari feminisme hingga kajian queer, melalui teori-teori Michel
Foucault, Judith Butler, Jack Halberstam, hingga Sara Ahmed. Selain itu,
perkembangan kajian seksualitas di ranah lokal juga turut dipaparkan
untuk melihat bagaimana interaksi dan relasi pengetahuan antara tingkat
global dan lokal. Pendekatan teori queer juga memberikan ruang untuk
melakukan kritik terhadap hegemoni label seksualitas yang dibawa dari
Barat dan menunjukkan bahwa label-label tersebut tidak selalu memiliki
makna yang sama dengan asalnya. Inilah alasan mengapa konsep sex(t)
uality/ seks(t)ualitas diperkenalkan di sini, bahwa seksualitas beroperasi
seperti laiknya teks.

Kata Kunci: Seks, teks, queer, global, lokal, feminisme, sex(t)uality.
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Hak Asasi Manusia LGBT dalam Kebijakan Dalam Negeri
Indonesia1l

LGBT’s Human Rights in the Indonesian Interior Policies
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37 daftar pustaka.

Human rights which were convened by international laws and United
Nations is at present universally ideal. However in implementation, this
universality was contrained by interior politics, soveregnity, religious
interpretation, and culture. Issues of LGBT has received wave of protests
internationally and nationally though their rights are guaranteed within
laws. Include LGBT issue has been debated on the national an local level.
On the other hand, state has responsibility to promote, to protect, and
to fulfill human rights for every single person, even people with sexual
orientation and gender identity from any harms and violences. This paper
will explore how human rights in Indonesia interior politics will protect
LGBT groups.

Keywords: human rights, LGBT, interior politics.

Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah disepakati hukum internasional dan
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) secara ideal harus bersifat universal.
Akan tetapi, dalam implementasinya, atas nama kepentingan dalam
negeri, kedaulatan negara, agama, ataupun budaya, keuniversalitasan
HAM ini dibatasi oleh negara atau pihak-pihak tertentu, sehingga HAM
mejadi relatif dalam pelaksanaannya. Termasuk pada isu LGBT yang
masih menuai perdebatan baik di tingkat lokal maupun nasional. Padahal
pengakuan, perlindungan dan pemenuhan HAM LGBT menjadi tanggung
jawab negara. Tulisan ini akan mengurai bagaimana hak asasi manusia
LGBT dilaksanakan dalam kebijakan dalam negeri Indonesia.

Kata kunci: hak asasi manusia, LGBT, politik dalam negeri.
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LGBT, Religion, and Human Rights: a Study on Khaled M.
Abou El-Fadl’s Thoughts
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The Fatwa “"Haram” of MUI against homosexual orientation (LGBT) and
the death penalty against LGBT had shaken the Indonesian, and further
marginalized “third” gender people. “Religion” is urged to provide justice
to the Ummah but the Ulema did the opposite thing by discriminating
sexual minorities. The legal instrument of regional, national and
international human rights has recognizes LGBT rights as basic human
rights. Islamic religion in this case Shari’ah and Islamic law is used as a
theological foundation by MUI to issued the fatwa that is contrary to the
concept of human rights. The progressive interpretation of Khaled M.
Abou El-Fadl became important to be studied to protect LGBT. Khaled
attempted to break up the tension between religion (Islam) and human
rights by using the social approach of contemporary humanities. By this
means, Abou El-Fadl introduced a scheme of protection to LGBT under
Quranic Syariah Law.

Keywords: LGBT, religion, human rights, Khaled M. Abou El-Fadl.

Fatwa “haram” MUI terhadap kelompok homoseksual (LGBT) dan
hukuman mati terhadap pelaku seksual ”“menyimpang” membuat
rakyat Indonesia terguncang, khususnya mereka yang merasa memiliki
identitas gender “ketiga”. "Agama” vyang seharusnya memberikan
jalan kemudahan, seolah-olah mengubur hidup-hidup seseorang yang
memiliki orientasi seksual homo. Padahal, instrumen hukum regional,
nasional dan internasional tentang HAM mengakui hak-hak mereka
sebagai manusia. Agama Islam dalam hal ini syari’ah dan hukum Islam
yang dijadikan landasan teologis fatwa MUI bertolak belakang dengan
konsep HAM. Dengan demikian, pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl
menjadi penting untuk dikaji. Khaled berupaya melerai ketegangan
antara agama (Islam) dan HAM dengan menggunakan pendekatan social
humanity contemporary.

Kata kunci: LGBT, Agama, HAM, Khaled M. Abou El-Fadl.
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“Makna Hidup” Bagi LGBT Ketika Negara Abai: Kajian
Queer di Jakarta

“Meaning of Life” for LGBT when State Ignores: a Queer
Study in Jakarta
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This study provides an overview of problems faced by LGBT in Indonesia.
There are four issues raised i.e. the meaning of gender and sexual
orientation, violence and abuse, the role of the state , and the meaning
of happiness. This study uses a sample of 60 respondents living in big
cities, especially in Jakarta. However, the strength of this study lies not
in the result of the survey, but the result of the in-depth interviews.

From this study it was found that in the context of a conservative state,
the respondents are more open through interviews. This study unearth
LGBT’s meaning of life under the repressive and absence role of the state.

Keywords: LGBT, meaning of life, violence, state.

Penelitian ini memberikan gambaran tentang persoalan yang dihadapi
LGBT di Indonesia. Ada empat isu yang mengemuka yaitu soal makna
gender dan orientasi seksual, kekerasan dan pelecehan, peran negara,
dan makna hidup bahagia bagi LGBT. Penelitian ini menggunakan 60
sample responden yang hidup di kota besar terutama di Jakarta. Namun,
kekuatan dari penelitian ini tidak terletak pada hasil survei melainkan
pada hasil wawancara mendalam. Dari penelitian ini ditemukan bahwa
para responden, dalam konteks negara konservatif, lebih bisa terbuka
lewat wawancara dan bukan lewat pengisian kuesioner. Kajian ini
mengungkap makna hidup bagi LGBT di bawah Negara yang represif dan
abai pada kelompok minoritas.

Kata Kunci: LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender), makna hidup,
kekerasan, negara.
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Abstract

As a signatory to the Beijing Convention, Indonesia has the responsibility to live up to certain expectations, one of these is to safe guard human
rights and the right to freedom of sexuality and access to sexual health. In this article we show this is not the case. In particular, because police
are allowed to conduct raids on hotels and people are too scared to be open about their sexuality. As a result of being scared, people are not able
to access sexual health care. Police raids are imposing a sexual morality agenda and the media is exploiting such raids by using horrific pictures,
denigrating language maintaining stigmatization. If Indonesia is to get serious about HIV prevention, discrimination against GBV, police raids and
violence against LGBT must stop.

Keywords: raids, sexual minorities, LGBT, HIV/AIDS.

Abstrak

Sebagai negara yang menandatangani Konvensi Beijing, Indonesia memiliki mandat dan tanggung jawab untuk mempromosikan, melindungi
dan memenuhi hak warga negaranya akan hak-hak kesehatan seksual and reproduksi, tanpa diskriminasi. Artikel ini menunjukkan bahwa, situasi
penegakan hak-hak asasi manusia akan kesehatan seksual dan reproduksi adalah sangatlah jauh dari harapan. Tulisan ini mengangkat wacana
akan peran polisi dan masyarakat awam, kelompok vigilante, dalam melakukan razia di hotel-hotel dan tempat-tempat yang dinyatakan rentan
akan perilaku seksual menyimpang. Yang kesemuanya itu memupuk rasa takut dan mereka kelompok ragam identitas gender dan seksualitas
tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan. Razia polisi yang diwacanakan sebagai agenda penegakan moralitas masyarakat dan eksploitasi
media massa dengan gambar yang seram, tidak santun, bahasa yang melecehkan justru makin melestarikan stigma sosial terhadap kelompok
LGBT. Apabila Indonesia mempunyai niat serius dengan upaya penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS, semua pelecehan terhadap kelompok-

kelompok LGBT dan minoritas seksual lainnya haruslah dihentikan.

Kata kunci: razia, minoritas seksual, LGBT, HIV/AIDS.

Pendahuluan

November 2006, di tengah keprihatian terhadap
diskriminasi dan kekerasan yang dialami kelompok
minoritas seksual, komisi Ahli Hukum International
(International Service for Human Right) dan ahli hak
asasi manusia (HAM) dari 25 negara, menyepakati
Prinsip Yogyakarta (Yogyakarta Principles on the
Application of International Human Rights Law in
Relation to Sexual Orientation and Gender Identity).
Telah dirumuskan 29 Prinsip Yogyakarta, yang
menetapkan prinsip-prinsip HAM guna mengatasi
pelecehan hak asasi manusia yang dialami oleh
kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT)
dan transeksual. Prinsip Yogyakarta mengemban
prinsip HAM universal dan non-diskriminatif dalam

konteks keberagaman identitas gender dan orientasi
seksual. Lebih jauh, prinsip Yogyakarta telah menjadi
bagian dari pertemuan UNHCR (United Nations
Human Rights Council/Dewan HAM PBB) yang
dilandasi berbagai hukum HAM internasional,
termasuk Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil
dan Politik (ICCPR/International Convention on
Civil and Political Rights); Kovenan internasional
Hak Ekonomi, (ICESR/
International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights); dan CEDAW/Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against

Sosial dan Budaya

Women (Larasati, 2015). Setiap orang, di depan
hukum, berhak menikmati HAM tanpa didasarkan
pada identitas gender atau orientasi seksualitas. Di
era Beijing+20 dan menjelang dasawarsa peringatan
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Prinsip Yogyakarta, tepatlah untuk mempertanyakan

sejauh manakah pencapaian Indonesia dalam
melindungi HAM dari kelompok-kelompok ragam
gender dan orientasi seksualitas.

Indonesia, sebagai negara yang heteronormatif,
konsep ‘normalitas seksualitas’ didasarkan pada
pernikahan heteroseksual antara seorang pria and
seorang perempuan dan anak-anak yang dihasilkan
dari pernikahan tersebut. Konsep ini mendukung
kuat dikotomi nilai-nilai dan norma-norma maskulin
dan feminin. Banyak tulisan yang membahas tentang
konteks

maskulin dan feminin di Indonesia. Misalnya tulisan-

heteronormatif dan dikotomi gender

tulisan tentang peran dan status perempuan
Indonesia sebagai pengikut suami (Jawa: konco
wingking), pendidik anak-anak, abdi keluarga dan
negara. Perempuan juga didiskursifkan sebagai yang
selalu penuh pengertian, mengalah, meletakkan
tidak

mementingkan dirinya sendiri (Locher-Scholten &

kepentingannya  keluarga dulu, dan
Niehof, 1992; Suryakusuma, 1987; van Bemmelen,
1992; Wieringa, 1992). Menarik juga tulisan-tulisan
tentang peran perempuan yang terbatas dalam area
domestik (seputar rumah saja, sebagai istri dan ibu)
dan pendukung suami, yang merepresentasi budaya
heteronormatif di Indonesia (Blackwood, 1995;

Brenner, 1995; Robinson, 2000; Sen, 1996).

Kriminalisasi LGBT dan HIV/AIDS

Pada tahun 1987, kasus AIDS pertama di Indonesia
di laporkan di Bali pada seorang turis pria
mancanegara (Mboi & Smith, 2006). Meski sampai
akhir 1990, perkembangan epidemi HIV/AIDS di
Indonesia cenderung lambat dan hanya pada daerah
yang terisolasi yang bersentuhan dengan nelayan
Thailand (Riono, 2004), namun menjelang pergantian
abad 21, kasus HIV positive naik dengan tajam
khususnya dikalangan pengguna napza suntik
(Riono & Jazant, 2004). Saat ini, epidemi HIV di
Indonesia dikategorikan dalam epidemi
terkonsentrasi (concentrated epidemic) yang artinya
prevalensi kasus lebih dari 5% pada kelompok
berisiko tinggi dan kurang dari 1% pada kelompok
(UNAIDS, 2011).

kelompok risiko tinggi ini adalah lelaki, perempuan

masyarakat umum Adapun
dan waria pekerja seks (PSK), pengguna napza suntik,
kelompok lelaki seks dengan lelaki (LSL) dan waria.
Dalam kurun waktu 2001-2012, kasus HIV baru
meningkat hampir 300% (UNAIDS, 2013). Sampai
dengan bulan Desember 2014, dalam laporan triwulan

kementerian kesehatan, kumulatif kasus HIV yang
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dilaporkan mencapai hampir 150.000, dengan kasus
terbanyak pada kelompok umur 20-49 tahun
Republik
[Kemenkes], 2015). Menariknya angka ini masih jauh

(Kementerian  Kesehatan Indonesia
dibawah kasus yang dilaporkan UNAIDS yang
sekitar 610.000 (UNAIDS 2013).

Kriminalisasi dan diskriminasi kelompok-
kelompok LGBT merupakan salah satu kendala serius
dalam upaya pencegahan dan pengobatan HIV.
Kelompok-kelompok risiko tinggi enggan mengakses
pelayanan HIV dikarenakan takut menerima sanksi
sosial atau hukum. Sebanyak 18 dari 38 negara di
Asia Pasifik mengkriminalisasikan hubungan seks
sejenis. Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum
(KUHP) tidak
homoseksual yang dilakukan antar orang dewasa.
Yang dilarang di KUHP adalah homoseksualitas

terhadap anak-anak di bawah umur. Juga perkawinan

Pidana secara tegas melarang

homoseksual tidak diakui oleh Undang-Undang
Perkawinan (UU NO 1/1974). Bahkan di beberapa
provinsi dan kota di Indonesia memberlakukan
hukum Syariah. Misalnya di Palembang, hubungan
seksualitas sejenis dikenakan denda atau hukuman
penjara. Di Provinsi Aceh, seorang gay dikenakan
hukuman cambuk rotan and 100 bulan penjara.
Hanya beberapa bulan yang lalu, Majelis Ulama
Indonesiamemberikan catatanbahwa’penyimpangan
perilaku seksual’ sebagai kejahatan keji dan dosa
besar (Tempo, 2015).

Razia dalam berita-berita

Beberapa tulisan penting tentang keberagaman
gender dan orientasi seksualitas di Indonesia
(Boellstorff, 2000; Davies, 2007, 2011; Oetomo, 1996;
Wieringa, 1997) menunjukkan bahwa dalam beberapa
hal, masyarakat Indonesia sebenarnya cukup toleran
terhadap mereka dengan identitas gender atau
orientasi seksualitas “alternatif’. Kerangka politik dan
konteks sosial yang heteronormatif membuat mereka
yang memiliki gender dan orientasi seksualitas yang
berbeda, menjadi outsider, kelompok terpinggir
bahkan tak jarang mereka dikejar-kejar dan dihukum
oleh aparat penegak hukum. Misalnya, dalam
pemberitaan media massa sehari hari, kita sering
membaca dan mendengar adanya razia terhadap
kelompok LGBT. Kita juga mendengar gunjingan
sosial dan ujaran-ujaran yang melecehkan kelompok
LGBT. Homoseksualitas tidaklah ilegal di Indonesia,
namun aparat hukum seperti kepolisian negara masih
saja sering melakukan razia terhadap kelompok ini.

Menurut Dede Oetomo, salah seorang aktivis
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keberagaman seksualitas di Indonesia, bahwa satu
halyang paling susah untuk diubah adalah bagaimana
agar oknum polisi tidak melakukan tindakan brutal
terhadap trans-perempuan (laki-laki berganti jenis
kelamin perempuan) (Oetomo, 2001).

Dampak razia polisi dan jajarannya terhadap
kelompok minoritas seksual, secara tidak langsung
dapat mengakibatkan semakin menguatnya stigma
atau cap buruk pada kelompok LGBT dan pada
akhirnya dapat menjadi penghambat upaya nasional
untuk mencegah dan menurunkan penyebaran
HIV/AIDS di Indonesia. Menghilangkan stigma dan
(Zero
merupakan salah satu visi penting dari UNAIDS

diskriminasi Stigma  dan  discrimination)
dalam upaya mendukung terciptanya ‘zero’ kasus
baru dan kematian akibat HIV (UNAIDS, 2010).
Sangat mudah untuk dipahami, bahwa akan sulit
sekali untuk melakukan penjangkauan pada
kelompok-kelompok LBGT bila mereka

dikejar-kejar, dikutuk, musuhi oleh masyarakat dan

selalu

penyelenggara negara, melalui aparatnya. Mereka
menjadi semakin tersingkir, tersamar di masyarakat,
dan cenderung untuk tidak mengakses pelayanan
kesehatan yang tersedia (misalnya HIV testing,
konseling and pengobatan ARV/Anti-Retroviral).
Luasnya diskriminasi dan stigma sosial pada
kelompok ini lebih jauh semakin meminggirkan dan
menjauhkan mereka dari pembangunan ekonomi,
sosial, dan politik. Tulisan ini membahas tentang

mekanisme razia di Indonesia dan pemikiran kritis

tentang dampaknya terhadap upaya
penangggulangan HIV/AIDS.
Di Indonesia seringkali kelompok LGBT

dimasukkan dalam definisi penyimpangan sosial
atau penyakit sosial (pekat). Definisiini diperkenalkan
lebih dari 50 tahun yang lalu oleh MPRS Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik
Indonesia)! dalam  Ketetapan MPRS II/TAP/
MPRS/1960 yang mendefinisikan kelompok pekat
termasuk  pengemis,  pelacuran,  perjudian,
pemadatan, pemabukan. Kepolisian Negara Republik
Indonesia selanjutnya diberikan kewenangan dan
tugas untuk mencegah dan menanggulangi masalah
penyakit sosial ini, sebelum menjadi menyebar dan
meresahkan di masyarakat. Peran POLRI, pada
waktu itu dikutip dalam UU Kepolisian No. 13 Tahun
1961 dan UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, dan
POLRI diharapkan bekerja sama dengan Departmen
Kesejahteraan Sosial dan institusi terkait lainnya
(balianzahab.wordpress.com).

Dalam penelitian ini dikumpulkan sebanyak 33
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pemberitaan dari 14 harian nasional yang dapat dibeli
di Bali, antara tahun 2009-2013. Pemberitaan itu terbit
dalam pemberitaan harian cetak maupun elektronik.
Sumber berita termasuk Bali Pos, Jawa Pos, Denpasar
Pos, Kompas, Balipost.com, Metrobali.com, Jawapost.
com, Tribunnews.com, Kompas.com, Denpasarpost-
Bisadipercaya.com. Harga edisi harian cetak berkisar
antara 6000-10.000 rupiah. Pemberitaan di internet
umumnya gratis, sedangkan harian cetak bisa
diperoleh eceran di kios majalah atau berlangganan
bulanan. Dari semua harian itu, Kompas (PT Kompas
Media Nusantara) merupakan harian terkemuka
nasional dengan oplah terbesar di Indonesia bahkan
di Asia Tenggara. Kompas pertama kali terbit di
tahun 1965, saat ini mencapai 20 pembaca aktif
perbulan dan 120 juta view-page di Kompas.com
(Setyawan, 2014). Harian Jawa Pos (Jawa Pos Group)
juga merupakan harian terkemuka yang berpusat di
Surabaya, Jawa Timur, dengan sirkulasi yang
menyebar di seluruh Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah,
dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Harian Jawa Pos
pertama diterbitkan di tahun 1949. Harian Bali Pos
(Bali Pos Media Group/BPMG), merupakan harian
terbesar di Bali, yang diterbitkan di akhir tahun 1940-
an. Penulis secara sistematis mencari pemberitaan
tentang razia terhadap kelompok LBGT.

Penulis menggunakan operasi Bolean, misalnya
menggunakan kata penghubung “AND”, “OR”,
“NOT” or “AND NOT” saat melakukan pencarian
berita melalui yang
digunakan misalnya razia, homo and hombreng,

internet. Kata-kata kunci
banci, bencong, waria, PSK or pekerja seks komersial).
Selain itu penulis juga menggunakan beberapa kata
kunci tipe-tipe razia, misalnya razia ketupat, razia
yustisi, razia pekat, razia AND homo, razia AND
PSK, razia AND Banci, Razia AND Bencong, Razia
AND waria and Razia AND hombreng. Misalnya
razia ketupat digunakan untuk pemberitaan tentang
razia yang umumnya dilakukan sekitar bulan
Ramadan. Razia pekat (penyakit sosial) biasanya
ditargetkan untuk pekerja seks komersial,
gelandangan, pengemis, homoseksual, atau waria
(transgender, wanita-pria). Semua tulisan yang
terkumpul selanjutnya dianalisis secara isi dan tema-
nya, untuk melihat pola tema-tema yang umumnya
dominan dalam pemberitaan. Tema-tema yang
terkumpul selanjutnya didiskusikan oleh tim peneliti,
untuk mencapai kesepakatan. Berikut adalah tema-
tema yang menonjol yang ditemukan dalam
pemberitaan tentang razia atau penggrebegan.

Tempat razia selalu dikaitkan dengan tempat yang
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kumuh, gelap, atau berstatus sosial ekonomi kelas
bawah.

Tempat, waktu, dan target razia

Razia umumnya terjadi di hotel, lokalisasi, tempat
hiburan malam, dan indekos yang dianggap rentan
menjadi tempat aktivitas seksual. Tempat penginapan
yang menjadi target razia biasanya kelas ekonomi,
seperti losmen, motel atau wisma (hotel kelas melati
atau bintang dua). Pelaksanaan razia bisa saja
mengalami perubahan dari yang direncanakan
semula. Misalnya pada perencanaan semula adalah
melakukan razia Kartu Tanda Penduduk (KTP),
namun bisa berubah menjadi Razia PSK dan
homoseksual. Razia yang memiliki target yang jelas,
misalnya razia pekerja seks komersial (PSK), razia
homo dan razia pengguna obat terlarang. Contoh
lainnya, razia gelandangan dan pengemis, razia
preman, waria, atau penduduk gelap (pendatang
yang
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

tidak memiliki izin berdomisili), dan
Razia pekat misalnya, untuk menjaring gelandangan,
pengemis, pemabukan, pelacuran. Operasi ketupat
atau razia ketupat biasanya dilakukan di saat bulan
puasa atau menjelang Ramadhan yang berkaitan
dengan razia petasan dan minuman keras. Razia
biasanya dilakukan pada malam hari. Sebagai hasil
dari razia rutin terhadap kelompok PMKS dan LGBT,
beberapa dari PMKS dan LGBT yang ter-razia dapat
saja dikirim ke dinas sosial untuk pembinaan
(misalnya gelandangan dan PSK).

Pemberitaan di media tentang razia biasanya
dikemas sebagai ‘kejutan’ bagi korban. Korban sering
digambarkann tidak punya kesempatan untuk
‘kabur’ atau ‘tertangkap basah’. Misalnya ‘saat
digrebek, beberapa pasangan tengah bugil’ atau
‘tengah melakukan hubungan suami-istri’. Saat
diinterogerasi, pasangan sering mengaku sedang
berpacaran dan akan menikah. Tak jarang identitas
korban tidak disamarkan, nama korban, dengan usia
dan alamat, tak jarang termuat di pemberitaan. Hak
korban akan privasi dan kerahasiaan menjadi
tersampingkan.

Kelompok ‘penjaga’ moralitas dan keamanan di
masyarakat

Pelaksanaan razia umumnya ditanggapi secara
positif oleh masyarakat. Pada umumnya masyarakat
melihat hal ini sebagai upaya untuk menjaga
kerukunan, menangani penyakit yang terdapat di
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dalam masyarakat, mengatasi terjadinya
penyimpangan sosial dan pelanggaran hukum yang
dapat meresahkan masyarakat. Di sisi lain,
interpretasi atau pemahaman masyarakat tentang
penyakit sosial umumnya subjektif dan dipengaruhi
oleh latar belakang keluarga, agama, adat, dan
pendidikan. Hal ini menunjukkan betapa kaburnya
pemahaman tentang razia baik oleh aparat negara
maupaun masyarakat sendiri. Pemberitaan tentang
razia juga sering memunculkan kelompok-kelompok
intoleran (vigilante), entah itu yang berasaskan etnik
atau keagamaan (ethnic or religious vigilante) (Imparsial
the Indonesian Human Rights Monitor, 2012),
misalnya Forkab atau Forum Komunikasi Anak
Betawi di Jakarta atau Forum Pembebas Islam (FPI)
(Brown & Wilson, 2007; JakartaGlobe, 2015). Tak
jarang kelompok-kelompok intoleran ini justru
melakukan tindakan anarkis yang justru meresahkan
masyarakat dan menjadi tantangan tersendiri bagi
polisi dalam melaksanakan tugasnya menjaga
keamanan (Brown & Wilson, 2007, Hukum online,
2012). Kelompok ini tak jarang main hakim sendiri.
Selain polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP), dan kelompok-kelompok vigilante bahkan sering
menyebut dirinya sebagai “penegak moralitas” bangsa

(Araf, 2010; Republika Online, 2011)

Bahasa (i) moralitas dan diskriminatif dalam

pemberitaan

Seringnya, judul atau pemberitaan menggunakan
bahasa yang melecehkan dan merendahkan; bukan
bahasa santun. Mungkin ini adalah disengaja untuk
menarik perhatian pembaca. Kompas dan Jawa Pos
tidaklah terkecuali. Istilah penyakit sosial (pekat)
yang ditujukan untuk mengutuk kelompok-
kelompok LGBT. Judul atau headlines biasanya
menggunakan istilah bencong untuk gay dan
homoseksual. Dalam bahasa Jawa, ‘bencong’, bisa
diartikan tidak lurus (not straight - atau bukan
heteroseksual). Istilah melecehkan lainnya misalnya
‘banci’. Demikian pula dengan istilah perilaku imoral
yang digunakan seperti ‘selingkuh’, ‘berahi tinggi’,
‘mesum’, “maksiat’, ‘tidak bermoral’, ‘kelewat batas’2.
juga
kelompok yang layaknya memiliki ‘moral standard’

Pemberitaan mengacu pada kelompok-
yang baik seperti pegawai negeri sipil, bahkan
anggota satuan kepolisian tak jarang juga tertangkap
dalam razia (misalnya polwan atau polisi wanita,
anggota brimob/brigadir mobil). Konotasi negatif
dari istilah “pelacur’ misalnya berasal dari kata dasar

‘lacur’ yang dalam kamus Bahasa Indonesia berarti
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‘malang, gagal, terkutuk, celaka, sial, atau seseorang
dengan perilaku buruk’. Istilah ‘perek’ juga sering
digunakan menggantikan istilah pelacur. Berbagai
istilah sejenisnya, misalnya ‘pecun’ (perek culun)
atau ‘pelacur imut, untuk PSK di bawah umur
(Surtees, 2004). Menariknya terminologi di atas
sangatlah jarang digunakan dalam diskusi sehari-
hari atau formal. Ini mungkin mengindikasikan,
bahasa spesifik yang digunakan media, yang secara
dapat dikatakan secara sengaja melakukan eksploitasi
atas upaya razia, yang justru semakin meminggirkan,
dan membuat kelompok-kelompok ini semakin sulit
terjangkau.

Penutup: Diskriminasi dalam razia

Razia dapat dikatakan hal yang biasa dijumpai
dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Razia lebih
dilihat sebagai hal positif guna memberikan rasa
nyaman dalam masyarakat. Polisi sebagai perangkat
keamanan di Indonesia memegang peran penting,
bahkanmendapatlegalitas dalam upaya memberantas
penyakit masyarakat. Tak jarang masyarakat bahkan
berperan penting dalam melaporkan kegiatan yang
tempat
termasuk dalam melaporkan kegiatan kelompok-

meresahkan di lingkungan tinggalnya
kelompok LGBT atau kegiatan seksual yang dianggap
tidak

‘heteronormatif’ pada masyarakat menempatkan

mereka ‘normal’. Acuan norma-norma
kelompok dengan ragam gender dan orientasi
seksualitas yang non “heteronormatif’ menjadi rentan
akan pelecehan dan menjadi target razia.

Sangatlah disayangkan razia justru didominasi
oleh upaya yang sering dikemas sebagai ‘menegakkan
moralitas’ yang tak jarang semakin mendiskriminasi
yang
HIV/AIDS. Proses razia yang digambarkan media

kelompok-kelompok rentan  terhadap
sebagai upaya penanggulangan penyakit sosial dan
kelompok LGBT,
memperbesar  hambatan upaya  pencegahan
HIV/AIDS di Indonesia. Kelompok LGBT, akan

semakin termarginalkan, sulit dijangkau, dan enggan

kriminalisasi akan semakin

mengakses pelayanan kesehatan seksual dan
reproduksi yang tersedia.

Penelitian banyak menunjukkan bahwa upaya
promosi kesehatan terhadap mereka yang paling
rentan lah yang terpenting, untuk mencapai sukses.
Perangkat hukum perlu memberikan perlindungan
bagi kelompok-kelompok terpinggir dan rentan
untuk merasakan hak-hak asasi manusia dalam
mengakses pelayanan kesehatan yang terbaik, yang

terjangkau, dan bebas dari diskriminasi. Kiranya
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besar harapan kita bahwa Prinsip Yogyakarta menjadi
batu acuan untuk upaya ini. Salah satu tantangan
terbesar adalah upaya penyadaran bahwa mekanisme
razia yang terjadi sekarang ini memiliki dampak
buruk dan semakin memarginalkan kelompok rentan
HIV/AIDS. Pelaksanaan razia dengan pemberitaan
media yang tidak santun dan tidak mendidik, justru
mempertebal prasangka negatif masyarakat,
mempertebal stigma dan rasa kebencian sosial
terhadap kelompok risiko tinggi ini. Jika tidak
perubahan, maka janganlah heran, bila upaya
pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di
Indonesia akan lambat sekali dan hanya merupakan

pemborosan uang negara saja.
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Catatan Belakang

1.  Berdasarkan UU No 16/1960, MPRS selanjutnya diubah menjadi
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2. Misalnya sebuah artikel berjudul ‘Ulah pasangan gay kelewat
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regional/2012/09/03/birahi-tinggi-pasangan-homo-bercinta-di-
kuburan.
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